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ABSTRAK 
 
OLGA SUCIPTO (B111 09 856) Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak 
Pidana Pencurian Berat (STUDI KASUS PUTUSAN Nomor: 
846/Pid.B/2012/PN.Mks), dibimbing Oleh  Muhadar dan Nur Azisa. 
 
Tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini berbeda dengan 
pencurian biasa, tindak pidana pencurian dengan pemberatan seperti 
pengrusakan, membongkar dan lain-lain, maka ancaman hukumannya 
pun lebih berat dari pada pencurian biasa, penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian mengenai hal tersebut.  
Tujuan penelitian untuk mengetahui penerapan unsur-unsur Pasal 
365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dalam putusan perkara 
No:846/Pid.B/2011/PN.Mks dan untuk mengetahui dasar pertimbangan 
Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam putusan 
perkara No:846/Pid.B/2012/Mks.  
Berdasarkan pembahasan terhadap hasilpenelitian, maka dapat 
dikemukakan kesimpulan penerapan unsur-unsur Pasal 365 ayat (2) ke-1 
dan ke-2 dalam putusan perkara No: 846/Pid.B/2012/PN.Mks. Majelis 
Hakim telah menerapkan unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam 
keadaan memberatkan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 365 ayat 
(2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 
a) Barang siapa; b) Mengambil suatu barang; c) Yang sebagian atau 
seluruhnya kepunyaan orang lain; d) Dengan maksud untuk dimiliki 
dengan melawan hak; e) Yang didahului, desertai atau diikuti dengan 
kekerasan ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk 
mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap 
tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya 
atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. F) Dilakukan pada malam 
hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, 
dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. G) 
Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Sehingga 
terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana telah 
didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.  
Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 
terdakwa dalam purutusan perkara No: 846/Pid.B/2012/PN.Mks. Majelis 
Hakim, telah mempertimbangkan dasar penjatuhan pidananya yaitu: 
Pumbuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sak sebagaimana diatur 
dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang meliputi: Keterangan saksi-saksi, 
Barang bukti, dan Keterangan terdakwa, dipersidangan telah dapat 
dibuktikan secara sah dan menyakinkan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Pertumbuhan penduduk semakin hari semakin bertambah, 
sehingga tercipta kondisi pertumbuhan penduduk yang sangat 
berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama 
menyangkut masalah pemenuhan akan kebutuhan hidup dan lapangan 
pekerjaan. 
Hal ini mudah sekali menimbulkan kerawanan di bidang 
keamanan dan ketenangan hidup masyarakat, seperti terjadinya tindak 
pidana atau kejahatan. Hal tersebut di sebabkan oleh adanya beberapa, 
oknum yang berpikiran pendek untuk dapat memenuhi kebutuhan dan 
keinginannya dengan jalan melakukan perbuatan-perbuatan yang 
melanggar hukum. 
Hukum merupakan suatu pranata sosial, yang berfungsi sebagai 
alat untuk mengatur masyarakat, dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia diartikan sebagai "peraturan atau adat yang secara resmi 
dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau oleh 
pemerintah. 
Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang menyimpang, yang 
mempunyai sifat tercela, sehingga perbuatan ini sering menimbulkan 
reaksi sosial dalam masyarakat, adapun usaha manusia untuk 
menghapus secara tuntas kejahatan tersebut sering kali dilakukan, 
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namun hasilnya lebih kepada kegagaian, sehingga usaha lain yang 
dapat diiakukan adalah dengan cara menekan atau mengurangi laju 
terjadinya kejahatan. 
Beberapa perbuatan atau tindakan-tindakan yang melanggar 
hukum serta mengganggu ketenangan dan keserasian hidup bersama, 
salah satunya adalah kejahatan pencurian yang disertai dengan 
kekerasan, di mana hampir setiap hari dapat kita lihat di media 
elektronik maupun di media massa. 
Kondisi-kondisi seperti kemiskinan dan pengangguran, secara 
relatif dapat memicu rangsangan-rangsangan untuk melakukan suatu 
tindak pidana seperti kejahatan pencurian, penipuan, penggelapan, dan 
penyelundupan. Namun dalam hal ini penulis hanya memfokuskan pada 
tindak pidana pencurian. 
Jenis kejahatan pencurian dengan kekerasan merupakan salah 
satu kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat, dimana hamper 
terjadi disetiap daerah-daerah yang ada di Indonesia seperti halnya di 
kota Makassar, oleh karena itu, menjadi sangat logis apabila jenis 
kejahatan pencurian dengan kekerasan menempati urusan teratas 
diantara jenis kejahatan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya 
tersangka dalam kejahatan pencurian yang diadukan ke Pengadilan. 
Sehingga perlu ditekan sedemikian rupa agar dapat menurunkan angka 
statistik yang senantiasa mengalami kenaikan setiap tahunnya. 
Kejahatan pencurian dengan kekerasan pada hakikatnya dapat 
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ditekan, salah satunya dengan cara meningkatkan sistem keamanan 
lingkungan, serta adanya kesadaran dari setiap individu dalam 
masyarakat untuk lebih waspada dalam menjaga harta benda miliknya, 
maupun dengan cara penerapan sanksi terhadap pelaku pencurian 
dengan kekerasan. 
Kejahatan pencurian termuat dalam Buku kedua Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah di klasifikasikan ke 
beberapa jenis kejahatan pencurian, mulai dari kejahatan pencurian 
biasa (Pasal 362 KUHP), kejahatan pencurian ringan (Pasal 364 
KUHP), kejahatan pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), 
kejahatan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365), kejahatan 
pencurian di dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP). 
Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP 
dinamakan pencurian dengan kualifikasi (gequalificeerd diefstal). 
Wirjono (Hermin Hadiati, 1984:25) menerjemahkan dengan "pencurian 
khusus" sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara tertentu. 
Istiiah yang dirasa tepat adalah yang digunakan oleh R. Soesilo 
(1991:46) yaitu "pencurian dengan pemberatan" sebab dari istiiah 
tersebut sekaligus dapat dilihat, bahwa karena sifatnya maka pencurian 
itu diperberat ancaman pidananya. 
Menurut M. Sudradjat Bassar (1986:70), tindak pidana pencurian 
dengan pemberatan termasuk pencurian istimewa, maksudnya suatu 
pencurian dengan cara tertentu dan dalam keadaan tertentu, sehingga 
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bersifat lebih berat dan diancam dengan yang maksimalnya lebih tinggi. 
Pencurian pada waktu malam, unsur 'waktu malam' ini memang 
bernada memberikan sifat lebih jahat pada pencurian. Pencurian oleh 
dua orang atau lebih bersama-sama seperti misalnya mereka 
bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama. 
Pengertian 'bekerja sama' adalah apabila setelah mereka 
merencanakan niatnya untuk bekerja sama dalam meiakukan 
pencurian, kemudian hanya seorang yang masuk rumah dan 
mengambil barang, dan kawannya hanya tinggal di luar rumah untuk 
menjaga, mengawasi, kalau-kalau perbuatan mereka diketahui orang. 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis merasa 
tertarik untuk melakukan penelitian dengan judu! "Tinjauan Yuridis 
Terhadap Tindak Pidana Pencurian Berat". (Stud: Kasus No. 
846/Pid.B/2012/PN.Mks). 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka 
rumusan masaiah yang diangkat oleh penulis pada skripsi ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak 
pidana pencurian berat dalam putusan No. 846/Pid.B/2012/PN.Mks? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana 
pencurian beratdalam putusan No. 846/Pid.B/2012/PN.Mks? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana 
pencurian berat dalam putusan No. 846/Pid/B/2012/PN.Mks. 
2. Guna mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi 
terhadap pelaku tindak pidana pencurian berat dalam putusan No. 
846/Pid.B/2012/PN.Mks. 
Kegunaan penelitian dalam penulisan ini antara lain: 
1. Secara Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara 
teoritis di bidang ilmu hukum dan menambah bahan kepustakaan 
hukum, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian 
berat. 
2. Secara Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan pula untuk dapat memberikan 
sumbangan pemikiran sebagai masukan dalam praktik penegakan 
hukum, khususnya dalam penegakan hukum yang menyangkut 
masalah tindak pidana pencurian berat. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Tindak pidana sama pengertiannya dengan peristiwa pidana 
atau delik. Menurut rumusan para ahli hukum dari terjemahan 
straafbaarfeit yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau 
bertentangan dengan undang-undang atau hukum, perbuatan mana 
dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 
Sehubungan dengan hal tersebut A. Zainal Abidin Farid 
(1987:33), menyatakan bahwa: "Delik sebagai suatu perbuatan atau 
pengabaian yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja 
atau kelalaian oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan". 
Lebih lanjut menurut Wirjono Prodjodikoro (2003:59) bahwa: 
Yang dimaksud dengan tindak pidana atau dalam bahasa " 
Beianda strafbaarfeit atau dalam bahasa Asing disebut delict 
berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai 
hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan 
subjek tindak pidana. 
Berdasarkan uraian di atas, kita dapat mengemukakan bahwa 
delik itu adalah perbuatan yang dilarang atau suatu perbuatan yang 
diancam dengan hukuman kepada barang siapa yang 
melakukannya,  mulai  dari  ancaman yang  serendah-rendahnya 
sampai kepada yang setinggi-tingginya sesuai dengan peianggaran 
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yang dilakukan. 
Sifat ancaman delik seperti tersebut, maka yang menjadi 
subyek dari delik adalah manusia, di samping yang disebutkan 
sebagai badan hukum yang dapat bertindak seperti kedudukan 
manusia (orang). Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan 
dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakkan daya berpikir 
sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud 
hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-Pasal KUHP, yaitu 
hukuman penjara, kurungan dan denda. 
Adanya perkumpulan dari orang-orang, yang sebagai badan 
hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul 
gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang apabiia dilakukan oleh 
oknum, jelas masuk perumusan delik. 
Adapun unsur-unsur (elemen) suatu delik sebagaimana yang 
dikemukakan oleh Vos (A. Zainal Abidin Farid, 1987:33) yaitu: 
1) Elemen (bahagian) perbuatan atau kelakuan orang dalam hal 
berbuat (aktif) atau tidak berbuat (pasif). 
2) Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dari suatu delik yang 
selesai. Elemen akibat ini dianggap telah, selesai apabiia telah 
nyata akibat dari suatu perbuatan. Dalam rumusan 
undang-undang, kadang-kadang elemen akibat tidak 
dipentingkan dalam delik formal, akan tetapi kadang-kadang 
elemen akibat dinyatakan dengan tegas secara terpisah dari 
suatu perbuatan dengan tegas secara terpisah dari suatu 
perbuatan seperti di dalam delik materil. 
3) Elemen subyektif, yaitu kesalahan yang diwujudkan dengan 
kata-kata sengaja atau culpa (tidak sengaja). 
4) Elemen melawan hukum. 
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Dari sederetan elemen lainnya menurut rumusan 
undang-undang, dibedakan menjadi segi obyektif, misalnya dalam 
Pasal 160 KUHP, diperlukan elemen di muka umum dan segi 
subyektif misalnya Pasal 340 KUHP diperlukan unsur 
merencanakan terlebih dahulu. 
Sejalan dengan hal di atas, (R. Soesilo, 1991:26-28) 
menguraikan, bahwa delik atau tindak pidana terdiri dari unsur-unsur 
yang dapat dibedakan atas: 
1) Unsur obyektif yang meliputi: 
a) Perbuatan manusia, yaitu suatu perbuatan positif, atau suatu 
perbuatan negatif, yang menyebabkan pelanggaran pidana. 
Perbuatan positif misalnya: mencuri (Pasal 362 KUHP), 
penggelapan (Pasal 372 KUHP) dan sebagainya, sedangkan 
contoh-contoh dari perbuatan-perbuatan negatif, yaitu : tidak 
melaporkan kepada pihak berwajib, sedangkan ia 
mengetahui ada kompiotan yang berniat merobohkan negara 
(Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan 
sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan 
pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP) dan sebagainya. 
b) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas 
merusakkan atau membahayakan kepentingan hukum 
menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat 
dipidana. Akibat ini ada yang muncul seketika bersamaan 
dengan perbuatannya, misalnya dalam pencurian, hilangnya 
barang timbul bersamaan dengan perbuatan mengambil 
barang, akan tetapi ada juga akibat muncul selang beberapa 
waktu kemudiarv. 
c) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, hal ini bisa terjadi 
pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 
KUHP: "bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain, 
adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan 
mengambil itu dilakukan". 
d) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Perbuatan itu 
melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. 
Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu Harus 
diancam dengan pidana. Sifat dapat dipidana bisa hilang jika 
perbuatan yang diancam dengan pidana itu dilakukan dalam 
keadaan-keadaan yang membebaskan, misalnya dalam 
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Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. 
 
2) Unsur subyektif dari norma pidana adalah kesalahan dari orang 
yang melanggar norma pidana, artinya peianggaran itu harus 
dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar. Hanya orang 
yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersalahkan jika 
orang itu melanggar norma pidana. 
Bila ditinjau dari segi ilmu hukum pidana, ada suatu ajaran 
yang memasukkan eiemen delik yaitu harus ada unsur-unsur 
bahaya/gangguan, merugikan atau disebut sub socials 
sebagaimana yang dikemukakan oleh Pompe (Bambang Poernomo, 
1982:98) yang menyebutkan elemen suatu delik yaitu: 
a Ada unsur melawan hukum; 
b Unsur kesalahan; dan 
c Unsur bahaya/gangguan/merugikan. 
Delik dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu 
sebagai berikut (Adami Chazawi, 2002:121): 
a Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (misdrijven) 
dimuat dalam Buku II dan peianggaran (overtredingen) dimuat 
dalam buku III; 
b Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana 
formil (formeel delicten) dan tindak pidana materiil (materiel 
delicten); 
c Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan. Antara tindak 
pidana sengaja (doleus delicten) dan tindak pidana tidak dengan 
sengaja (culpose delicten); 
d Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara 
tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana 
pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (delicta 
omissionis); 
e Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat 
dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak 
pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung 
lama/berlangsung terus; 
f Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana 
umum dan tindak pidana khusus; 
g Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara 
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tindak pidana communica (delicta communica, yang dapat 
dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana propria (dapat 
dilakukan hanya oleh memiiiki kualitas pribadi tertentu); 
h Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, 
maka dibedakan antara tindak pidana biasa (gewone delicten) 
dan tindak pidana aduan (klacht delicten); 
i Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka 
dapat dibedakan antara tindak pidana pokok (eenvoudige 
delicten), tindak pidana yang diperberat (gequalificeerde 
delicten) dan tindak pidana yang diperingan (gepn'viligeerde 
delicten); dan 
j Berdasarkan kepentingan hukum yang diiindungi, maka tindak 
pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan 
hukum yang diiindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa 
dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, 
tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain 
sebagainya. 
Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu 
larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (enkelvoudige 
delicten) dan tindak pidana berangkai (samengestelde delicten). 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana bila 
memenuhi unsur-unsur, (P.A.F. Lamintang, 1984:184) sebagai 
berikut: 
1. Harus ada perbuatan manusia; 
2. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan 
pasal dari undang-undang yang bersangkutan; 
3. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf); dan 
4. Dapat dipertanggungjawabkan. 
Sedangkan menurut Moeljatno (Djoko Prakoso,  1988:104) 
menyatakan bahwa: 
1. Kelakuan dan akibat; 
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan; 
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana; 
4. Unsur melawan hukum yang objektif; dan 
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5. Unsur melawan hukum yang subjektif. 
Selanjutnya menurut Satochid Kartanegara (Leden 
Marpaung, 2005:10) mengemukakan bahwa: 
Unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. 
Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu 
berupa: 
1. suatu tindakan; 
2. suatu akibat; dan 
3. keadaan (omstandigheid). 
Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 
undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbutan 
yang dapat berupa: 
1. kemampuan (toerekeningsvatbaarheid); dan 
2. kesalahan (schuld). 
Sedangkan menurut Tongat (2002:3-5) menguraikan bahwa 
unsur-unsur tindak pidana terdiri atas dua macam yaitu: 
1. Unsur Objektif, yaitu unsur yang terdapat di iuar pelaku (dadet) 
yang dapat berupa: 
a Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak 
berbuat. Contoh unsur objektif yang berupa "perbuatan" yaitu 
perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh 
undang-undang. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat disebut 
antara lain perbuatan-perbuatan yang dirumuskan di dalam 
Pasal 242, Pasal 263 dan Pasal 362 KUHPidana. Di dalam 
ketentuan Pasal 362 KUHPidana misalnya, unsur objektif 
yang berupa "perbuatan" dan sekaligus merupakan 
perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang 
adalah perbuatan mengambil. 
b Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam delik materiil.  
Contoh   unsur objektif yang  berupa  suatu  "akibat" 
adalah akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh 
undang-undang dan merupakan syarat mutlak dalam delik 
antara lain akibat-akibat sebagaimana dimaksud dalam 
ketentuan Pasal 351 dan Pasal 338 KUHPidana. Dalam 
ketentuan Pasal 338 KUHPidana misalnya, unsur objektif 
yang berupa "akibat" yang dilarang dan diancam dengan 
undang-undang adalah akibat yang berupa matinya orang. c. 
Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan 
diancam oleh undang-undang. Contoh unsur objektif yang 
berupa suatu "keadaan" yang dilarang dan diancam oleh 
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undang-undang adalah keadaan sebagaimana dimaksud 
dalam ketentuan Pasal 160, Pasal 281 dan Pasal 282 
KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 282 KUHPidana 
misalnya, unsur objektif yang berupa "keadaan" adalah di 
tempat umum. 
2. Unsur Subjektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku 
(dadei) yang berupa: 
a Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang 
terhadap perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan 
bertanggungjawab). 
b Kesalahan (schuid) 
Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab 
apabila dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu: 
1) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga 
ia dapat mengerti akan niiai perbuatannya dan karena 
juga mengerti akan nilai perbuatannya itu. 
2) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga 
ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan 
yang ia lakukan. 
3) Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan 
perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang. 
Sebagaimana diketahui,  bahwa kesalahan (schuld) dalam 
hukum  pidana  dibedakan  menjadi  dua  bentuk (Rusli  
Effendy, 1989:80), yaitu: 
1. Dolus atau opzet atau kesengajaan 
Menurut Memorie van Toelicting (selanjutnya di singkat Mv7), 
dolus atau sengaja berarti menghendaki mengetahui (willens   
en   wettens)   yang   berarti   si   pembuat  harus 
menghendaki apa yang dilakukannya dan Harus mengetahui apa 
yang dilakukannya. Tingkatan sengaja dibedakan atas tiga 
tingkatan yaitu: 
a Sengaja sebagai niat: dalam arti ini akibat delik adalah motif 
utama untuk suatu perbuatan, yang seandainya tujuan itu 
tidak ada maka perbuatan tidak akan dilakukan. 
b Sengaja kesadaran akan kepastian: da!am hal ini ada 
kesadaran bahwa dengan meiakukan perbuatan itu pasti 
akan terjadi akibat tertentu dari perbuatan itu. 
c Sengaja insyaf akan kemungkinan: dalam hal ini dengan 
meiakukan perbuatan itu telah diinsyafi kemungkinan yang 
dapat terjadi dengan dilakukannya perbuatan itu. 
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2. Culpa atau kealpaan atau ketidaksengajaan 
Menurut Memorie van Toelicting atas risalah penjelasan 
undang-undang culpa itu terletak antara sengaja dan kebetulan. 
Culpa itu baru ada kalau orang dalam hal kurang hati-hati, alpa 
dan kurang teliti atau kurang mengambil tindakan pencegahan. 
Lebih lanjut (Rusli Effendy,  1989:26) menerangkan bahwa 
kealpaan (culpa) dibedakan atas: 
1. Kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld). Dalam hal ini, si 
pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya 
suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah toh 
timbul juga akibat tersebut. 
2. Kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld). Dalam hal ini, si 
pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya 
suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oieh 
undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan 
timbulnya suatu akibat. 
Mengenai   MvT   tersebut,    Satochid   Kartanegara   
(Leden Marpaung, 2005:13) mengemukakan bahwa: 
Yang dimaksud dengan opzet willens en weten (dikehendaki dan 
diketahui) adalah seseorang yang meiakukan suatu perbuatan 
dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta 
harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan 
itu. 
Sedangkan menurut D. Simons (Leden Marpaung, 2005:25)  
mengemukakan bahwa kealpaan adalah: 
Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak 
berhati-hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga 
akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan 
dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang 
berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan 
timbu! suatu akibat yang dilarang undang-undang. Kealpaan 
terdapat apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun 
ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduganya 
akibat itu lebih dahulu oleh si pelaku adalah suatu syarat mutlak. 
Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat 
dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan. Tentu dalam 
hal mempertimbangkan ada atau tidaknya "dapat diduga lebih 
dahulu" itu, harus diperhatikan pribadi si pelaku. Kealpaan tentang 
14 
 
keadaan-keadaan yang menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan 
yang diancam dengan hukuman, terdapat kalau si pelaku dapat 
mengetahui bahwa keadaan-keadaan itu tidak ada. 
B. Penegakan Hukum 
Penegakan hukum (pidana) apabila dilihat dari suatu proses 
kebijakan maka penegakan hukum pada hakikatnya merupakan 
penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu (Muladi, 1995:13): 
1. Tahap formulasi, yaitu: tahap penegakan hukum in abstracto oleh 
badan pembuat Undang-undang. Tahap ini disebut tahap legislatif; 
2. Tahap aplikasi, yaitu:'tahap penerapan hukum pidana oleh 
aparat-aparat penegak hukum mulai dari dari kepolisian sampai 
tahap pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap 
kebijakan yudikatif; dan 
3. Tahap eksekusi, yaitu: tahap pelaksanaan hukum pidana secara 
konkret oleh aparat penegak hukum. Tahap ini dapat disebut tahap 
kebijakan eksekutif atau administratif. 
Satjipto Rahardjo (1982:24) berpendapat bahwa: 
Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan 
keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai 
keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran 
badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam 
peraturan-peraturan hukum itu. 
Satjipto Rahardjo (2000:181) menambahkan bahwa: 
Dengan berakhirnya pembuatan hukum sebagaimana telah diuraikan di 
atas, proses hukum baru menyelesaikan satu tahap saja dari suatu 
perjaianan panjang untuk mengatur masyarakat. Tahap pembuatan 
hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara kongkrit dalam 
kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud dengan 
penegakan hukum itu. 
Masih berkaitan dengan masalah penegakan hukum, Soerjono 
Soekanto (1983:13) mengatakan: 
Kegiatan menyerasikan hubungan nilai-niiai yang terjabarkan dalam 
kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan 
mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai 
tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai "social engineering"), 
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memeiihara dan mempertahankan (sebagai "social control') kedamaian 
pergaulan hidup. 
Sedangkan Sudarto (1986:111) mengemukakan bahwa: 
Pada hakikatnya hukum itu untuk mengatur masyarakat secara patut 
dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun 
yang diperbolehkan dan sebagainya. Dengan demikian menarik garis 
antara apa yang patuh hukum dan apa yang melawan hukum. Hukum 
dapat mengkualifikasi sebagai sesuatu perbuatan sesuai dengan 
hukum atau mendiskualifikasinya sebagai melawan hukum. Perbuatan 
yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu 
dipersoalkan; yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan 
hukum. Bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru 
perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum 
yang sungguh-sungguh terjadi (onrecht in actu) maupun perbuatan 
melawan hukum yang mungkin terjadi (onrecht in potentie). Perhatian 
yang penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan 
hukum. 
Selanjutnya Sudarto (1986:111) menyatakan bahwa: 
Kalau tata hukum dilihat secara skematis, maka dapat dibedakan 
adanya tiga sistem penegakan hukum, iaiah sistem penegakan hukum 
perdata, sistem penegakan hukum pidana dan sistem penegakan 
hukum administrasi. Ketiga sistem penegakan hukum tersebut 
masing-masing di dukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan 
negara atau biasa disebut aparatur (alat) penegak hukum, yang 
mempunyai aturannya sendiri-sendiri pula. 
Kalau dilihat secara fungsionil, maka sistem penegakan hukum 
itu merupakan suatu sistem aksi. Ada sekian banyak aktivitas yang 
dilakukan oleh alat perlengkapan negara dalam penegakan hukum. 
Adapun yang dimaksud dengan "alat penegak hukum" itu biasanya 
hanyalah kepolisian, setidak-tidaknya badan-badan yang mempunyai 
wewenang Kepolisian, dan Kejaksaan. Akan tetapi kalau penegakan 
hukum itu diartikan secara luas, maka penegakan hukum itu menjadi 
tugas dari pembentuk undang-undang, hakim, instansi pemerintah 
(bestuur), aparat eksekusi pidana. Bukankah mereka ini mempunyai 
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peranan dalam aktivitas guna mencegah dan mengatasi perbuatan 
yang melawan hukum pada umumnya? Penegakan hukum di bidang 
hukum pidana didukung oleh alat perlengkapan dan peraturan yang 
relatif lebih lengkap dari penegakan hukum di bidang-bidang lainnya. 
Aparatur yang dimaksudkan di sini adalah Kepolisian, Kejaksaan, 
Pengadilan dan aparat eksekusi pidana, sedang peraturan-peraturan 
yang dikatakan lebih lengkap ialah antara lain ketentuan hukum acara 
pidana, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang 
tentang Kepolisian, Undang-undang tentang Kejaksaan. 
Hukum pidana menurut Moeljatno (1987:1), yaitu sebagai bagian 
dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang 
mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: 
a Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang 
dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana 
tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut; 
b Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang 
telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi 
pidana sebagaimana yang telah diancamkan; dan 
c Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 
dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar 
larangan tersebut. 
Menurut Sudarto (1991:5), hukum pidana dapat didefinisikan 
sebagai: "Aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan 
yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa 
pidana". Jadi pada dasarnya hukum pidana berpokok kepada 2 (dua) 
hal, yaitu: 
a Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu 
Pada dasarnya yang dimaksudkan dengan perbuatan yang 
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memenuhi syarat-syarat tertentu adalah perbuatan yang dilakukan 
oleh orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana. 
Perbuatan semacam itu dapat disebut "perbuatan yang dapat 
dipidana" atau disingkat "perbuatan jahaf (Verbrechen atau crime). 
Oleh karena dalam "perbuatan jahaf ini Harus ada orang. yang 
melakukannya maka persoalan tentang "perbuatan tertentu" itu 
diperinci menjadi dua, ialah perbuatan yang dilarang dan orang yang 
melanggar larangan itu. 
 
b Pidana 
Yang dimaksudkan dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja 
dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang 
memenuhi syarat-syarat tertentu itu. Di dalam hukum pidana 
modern, pidana ini juga meliputi apa yang disebut "tindakan tata 
tertib" di dalam ilmu pengetahuan hukum adat Ter Haar memakai 
istilah (adat) reaksi. Di dalam KUHP yang sekarang berlaku 
jenis-jenis pidana yang dapat diterapkan tercantum dalam Pasal 10 
KUHP dan sebagainya. 
Di samping definisi tersebut di atas dapat dikemukakan definisi 
hukum pidana oleh beberapa penulis seperti di bawah ini (Sudarto, 
1991:2) yaitu: 
a. Menurut pendapat Simons, Hukum Pidana adalah: 
1) Keseluruhan larangan atau perintah yang oieh negara diancam 
dengan nestapa yaitu suatu "pidana" apabila tidak ditaati; 
2) Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk 
penjatuhan pidana, dan 
3) Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk 
penjatuhan dan penerapan pidana. 
 
b. Menurut pendapat Van Hamei, Hukum Pidana adalah: 
Keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh Negara dalam 
kewajibannya untuk menegakan hukum, yakni dengan melarang apa 
yang bertentangan dengan hukum (onrecht) dan mengenakan suatu 
nestapa (penderitaan kepada yang melanggar larangan tersebut). 
Hukum pidana meteriii memuat aturan-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, 
aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan 
pidana dan ketentuan mengenai pidana KUHP memuat aturan-aturan 
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hukum pidana meteriii. Hukum pidana formil mengatur bagaimana 
Negara dengan perantaraan alat-alat perlengkapannya melaksanakan 
haknya untuk mengenakan pidana. Hukum pidana formil bisa juga 
disebut hukum acara pidana. H.I.R. memuat aturan-aturan hukum 
pidana formil. 
C. Teori Pemidanaan 
Pidana berasal dari bahasa Belanda yakni straft, yang biasa 
diartikan sebagai hal yang dipidanakan atau ada kalanya disebut 
dengan istilah hukuman. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk 
ssgala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan pidana itu 
sendiri. Pidana di pandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan 
kepada pembuat karena melakukan suatu tindak pidana. 
Menurut Sudarto (Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1984:21), 
"Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang 
dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu". 
Selanjutnya Adami Chazawi (2002:23) menyatakan bahwa: 
Pidana adalah lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan 
yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau 
beberapa orang sebagai akibat hukum pidana. Secara khusus 
larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana 
(strafbarfeit). Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, yang 
secara khusus dapat disebut terhindarnya masyarakat dari 
perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi. 
Pada saat ini oleh masyarakat umum teiah diterima pendapat 
bahwa negaralah yang berhak memidana dengan perantaraan aparatur 
hukum pemerintahan. Oleh karena negara mempunyai kekuasaan, 
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maka pidana yang dijatuhkan hanyalah suatu alat untuk 
mempertahankan tata tertib negara. Negara Harus mengembalikan 
ketentraman apabila ketentraman itu terganggu dan Harus mencegah 
perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Seperti halnya yang 
dikemukakan oleh Hans Kelsen (2006:78), bahwa: 
Sanksi itu diancamkan terhadap seorang individu yang 
perbuatannya dianggap oieh pembuat undang-undang 
mebahayakan masyarakat, dan oleh sebab itu pembuat 
undang-undang bemaksud untuk mencegahnya dengan sanksi 
tersebut. 
Pada zaman Yunani dahulu oleh Plato, mengemukakan bahwa 
"tujuan pemidanaan bukanlah pembaiasan, tetapi menakut-nakuti dan 
memperbaiki orang ' serta tercapainya keamanan". Sedangakan 
Aristoteles berpendapat bahwa tujuan pidana adalah "menakut-nakuti 
serta memperbaiki orang", Pada abad pertengahan Thomas Aquino, 
sebagai seorang ahli filsafat sebenarnya mempertahankan pendapat 
Aristoteles yang antara lain berpendapat bahwa tujuan pidana ialah 
"bukanlah pembaiasan semata-mata tetapi disesuaikan dengan tujuan 
negara yaitu kesejahteraan serta memperbaiki dan menakutkan". (Rusli 
Effendy, 1986:108). 
Sehubungan dengan tujuan pemidanaan tersebut, Sneca, 
seorang filosof Romawi yang terkenai sudah membuat formulasi yakni 
nemo prudens puint quia peccatum est, sed ne peccetur, yang artinya 
adalah tidak layak orang memidana karena telah terjadi perbuatan 
salah, tetapi dengan maksud agar tidak terjadi lagi perbuatan yang 
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salah. (Dwidja Priyanto, 2006:23). 
Begitu pula Jeremy Bentham dan sebagian besar penulis modern 
yang lain selalu menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah "untuk 
mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang". Di 
lain pihak Immanuel Kant dan Gereja Katolik sebagai pelopor 
menyatakan bahwa "pembenaran pidana dan tujuan pidana adalah 
pembalasan terhadap serangan kejahatan atas ketertiban sosial dan 
moral". (Dvvidja Priyanto, 2006:24). 
Sebagaimana tujuan pemidanaan tersebut di atas, di dalam 
literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan 3 (tiga) 
R (Reformation, Restraint, dan Retribution) dan 1 (satu) D (Deterrence 
dan general deterrence). 
Andi Hamzah (1994:28) menyatakan bahwa: 
Reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi 
orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan 
memperoleh keuntungan dan tiada seorangpun yang merugi jika 
penjahat menjadi baik. Reformasi itu perlu digabung dengan tujuan 
yang lain seperti pencegahan. 
Sementara H.R. Abdussalam (2006:22) menyatakan bahwa: 
Tujuan pemidanaan reformatif adalah memperbaiki kembali para 
narapidana. Teori ini mempunyai nama lain antara lain: rehabilitasi, 
pembenahan, perlakuan (perawatan). Usaha untuk memberikan 
program selama pemulihan benar-benar diarahkan kepada individu 
narapidana. 
Untuk tujuan pidana restraint, Andi Hamzah (1994:29) 
menyatakan bahwa "Restraint adalah mengasingkan pelanggar dari 
masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat, 
berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman", 
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Pada tujuan pemidanaan retribution, Andi Hamzah (1994:33) 
menyatakan bahwa ''Retribution adalah pembalasan terhadap 
pelanggar karena telah melakukan kejahatan". 
Sehubungan    dengan    tujuan    pemidanaan    retibutif,     
H.R. Abdussalam (2006:21) mengemukakan bahwa: 
Rethbutif tidak lain ialah penebusan dosa, penebusan dosa bagi 
orang yang berbuat dosa, karena melakukan perbuatan melawan 
masyarakat dengan penggantian kerugian. Pidana diberikan kepada 
pelanggar, karena hal ini merupakan apa yang sepantasnya dia 
peroleh sehubungan dengan pelanggarannya terhadap hukum 
pidana. Penggantian kerugian merefleksikan kehendak atau 
keinginan masyarakat akan balas dendam. 
Dalam tujuan pemidanaan deterrence, Andi Hamzah (1994:34) 
menyatakan bahwa: 
Deterrence berarti menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa 
sebagai individu maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat 
akan jera atau takut untuk melakukan kejahtan, melihat pidana yang 
dijatuhkan kepada terdakwa. 
Sedangkan   Michael   J.   Allen   (H.R.   Abdussalam,   
2006:23) menyatakan bahwa: 
Deterrence terdiri dari particular deterrence dan general deterrence. 
Particullar deterrence, mencegah pelaku tindak pidana kembaii di 
masa mendatang ataupun general deterrence yakni mencegah para 
pelaku tindak pidana lain yang mungkin untuk melakukan tindak 
pidana meialui contoh yang di buat dari masing-masing pelaku 
tindak pidana tertentu. 
Berkaitan dengan dengan tujuan pidana yang garis besarnya 
disebut di atas, maka munculah teori-teori mengenai hal tersebut. 
Terdapat 3 (tiga) golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan 
pidana, yaitu: 
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a Teori absolut atau teori pembalasan (retributif / vergeldings 
theorien); 
b Teori relatif atau teori tujuan (utilitarian / doeltheorien); dan 
c Teori gabungan (vehnigings theorien). 
 
Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan 
untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu 
sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk menjatuhkannya 
pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. 
Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat untuk mejatuhkan pidana itu. 
Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelaku 
kejahatan. Oleh karena itulah teori ini disebut teori absolut, Pidana 
merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan 
tetapi menjadi keharusan. Hakikat dari suatu pidana adalah pembalasan 
semata. 
Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif (1984:10) pada teori ini, 
"pidana dijatuhkan semata-mata karena orang teiah melakukan suatu 
tindak pidana atau kejahatan. Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan 
harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar, 
seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan". 
Selanjutnya Adami Chazawi (2002:53) memaparkan bahwa: 
Dasar pijakan dari teori adalah pembalasan. Inilah dasar pembenar 
dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu kepada penjahat. 
Alasan negara sehingga mempunyai hak menjatuhkan pidana ialah 
karena penjahat tersebut telah melakukan gangguan dan 
penyerangan terhadap hak dan kepentingan hukum (pribadi, 
masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Tidak di lihat 
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akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, dan 
tidak memperhatikan dampak yang terjadi kepada penjahat itu 
ataupun masyarakat dalam penjatuhan pidana itu. Menjatuhkan 
pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, 
tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat. 
Di dalam buku E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi (2002:59-60), teori 
pembalasan ini terbagi atas 5 (lima), yaitu sebagai berikut: 
1. Pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dari ethica (moraal                     
philosofie). 
Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant yang mengatakan bahwa 
pemidanaan adalah merupakan tuntutan mutlak dari kesusilaan 
(etika) terhadap seorang penjahat. Ahli filsafat ini mengatakan 
bahwa dasar pemidanaan adalah tuntutan mutlak dari kesusilaan 
kepada seorang penjahat yang telah merugikan orang lain. 
 
2. Pembalasan "bersambut" (dialektis). 
Teori ini dikemukakan oleh Hegel, yang mengatakan bahwa hukum 
adalah perwujudan dari kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah 
merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. 
 
3. Pembalasan demi "keindahan" atau kepuasan (aesthetisch). 
Teori ini dikemukakan oleh Herbart, yang mengatakan bahwa 
pemidanaan adalah merupakan tuntutan mutlak dari perasaan 
ketidakpuasan masyarakat, sebagai akibat dari kejahatan, untuk 
memidana penjahat, agar ketidakpuasan masyarakat terimbangi 
atau rasa keindahan masyarakat terpulihkan kembali. 
 
4. Pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan (Agama). 
Teori ini dikemukakan, oleh Dthal, (termasuk juga Gewin dan 
Thomas Aquino) yang mengemukakan, bahwa kejahatan 
merupakan pelanggaran terhadap pri-keadilan Tuhan dan harus 
ditiadakan. Karenanya mutlak harus diberikan penderitaan kepada 
penjahat, demi terpeliharanya keadilan Tuhan. 
 
5. Pembalasan sebagai kehendak manusia. 
Para sarjana dari mashab hukum alam yang memandang negara 
sebagai hasil dari kehendak manusia, mendasarkan pemidanaan 
juga sebagai perwujudan dari kehendak manusia. Menurut ajaran ini 
adalah merupakan tuntutan alam bahwa siapa saja yang melakukan 
kejahatan, dia akan menerima sesuatu yang jahat. Penganut teori ini 
antara lain adalah Jean Jacques Roesseau, Grotius, Beccaria dan 
lain sebagainya. 
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Teori tentang tujuan pidana yang kedua adalah teori relatif. Teori 
mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib 
masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk menghindari terjadinya 
kejahatan. Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memutuskan 
tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai 
nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan 
masyarakat. 
Muladi dan Barda Nawawi Arief (1984:17), menyatakan bahwa: 
Pidana mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh 
karena itu teori inipun sering juga disebut teori tujuan (utilitarian 
teory). Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah 
terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan quia peccatum est 
(karena orang membuat kejahatan) melainkan ne peccatum (supaya 
orang jangan melakukan kejahatan). 
Menurut J. Andenas, "teori ini dapat disebut sebagai teori 
perlindungan masyarakat (the theory of social defence)". Sedangkan 
Nigel Walker mengatakan bahwa "teori ini lebih tepat disebut teori atau 
aiiran reduktif (the reductive foint of view) karena dasar pembenaran 
pidana menurut teori ini adalah* untuk mengurangi frekuensi kejahatan. 
Oleh karena itu penganutnya dapat disebut golongan Reducers 
(penganut teori reduktif)". (Dwidja Priyanto, 2006:24). 
Adami Chazawi (2002:157-158) mengemukakan bahwa: 
Teori relatif atau tujuan berpangkal pada dasar bahwa pidana adalah 
alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. 
Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk mengakkan 
tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah 
timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib 
masyarakat tetap terpelihara. 
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Selanjutnya menurut teori ini tujuan pidana adalah 
mengamankan masyarakat dengan jalan menjaga serta 
mempertahankan tata tertib masyarakat. Dalam menjaga serta 
mempertahankan tata tertib masyarakat ini, maka pidana itu adalah 
bertujuan untuk menghindarkan pelanggaran norma-norma hukum. 
Untuk menghindarkan pelanggaran norma-norma hukum ini, pidana itu 
dapat bersifat menakuti, memperbaiki dan dapat juga bersifat 
membinasakan. 
Sehubungan dengan sifat pidana tersebut, Leden Marpaung 
(2005:4) memaparkan sebagai berikut: 
a. Menjerakan. 
Dengan penjatuhan pidana, diharapkan si pelaku atau terpidana 
menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (speciale 
preventive) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika 
melakukan pebuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka 
akan mengalami hukuman yang serupa (generate preventive). 
 
b. Memperbaiki pribadi terpidana. 
Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama 
menjalani pidana, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak 
akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat 
sebagai orang yang baik dan berguna. 
 
c. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya. 
Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangakan  
membuat terpidana  tidak  berdaya  dilakukan 
dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup. 
Jadi menurut teori relatif pidana ini sebenarnya bersifat 
menghindarkan  (prevensi) dilakukannya pelanggaran hukum.  Sifat 
prevensi dari pidana terbagi atas dua bagian yakni prevensi khusus dan 
prevensi umum. Prevensi khusus berkaitan dengan maksud dan tujuan 
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pidana ditinjau dari segi individu, karena prevensi khusus ini bermaksud 
juga supaya si tersalah sendiri jangan lagi melanggar. 
Menurut prevensi khusus tujuan pidana tidak lain ialah 
bermaksud menahan niat buruk pembuat, yang didasarkan kepada 
pikiran bahwa pidana itu dimaksudkan supaya orang yang bersaiah itu 
tidak berbuat kesalahan lagi. 
Seperti halnya yang dikemukakan oleh Van Hammel dari 
Belanda (H.R. Abdussalam, 2006:31) bahwa: 
Tujuan pemidanaan, selain untuk mempertahankan ketetiban 
masyarakat, juga mempunyai tujuan kombinasi untuk melakukan 
(ofschrikking), memperbaiki (verbetering) dan untuk kejahatan 
tertentu harus membinasakan (onskchadelijkmaking). 
Tujuan pemidanaan memperbaiki si penjahat, agar menjadi 
manusia yang baik. Menjatuhkan pidana harus disertai pendidikan 
seiama menjalani pidana. Pendidikan yang diberikan terutama untuk 
disiplin dan selain itu diberikan pendidikan keahlian seperti menjahit, 
bertukang dan lain sebagainya, sebagai bekal setelah seiesai menjalani 
pemidanaan. Cara perbaikan penjahat dikemukakan ada 3 (tiga) 
macam yaitu perbaikan, intelektual, dan perbaikan moral serta 
perbaikan yuridis. 
Prevensi umum bertujuan untuk mencegah orang pada 
umumnya jangan melanggar karena pidana itu dimaksudkan untuk 
menghalang-halangi supaya orang jangan berbuat salah. Teori prevensi 
umum mengajarkan bahwa untuk mempertahankan ketertiban umum 
pada kaum penjahat, maka penjahat yang tertangkap Harus dipidana 
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berat supaya orang lain takut melanggar peraturan-peraturan pidana. 
Dalam teori prevensi umum ini, tujuan pokok yang hendak 
dicapai adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai atau 
semua orang agar tidak meiakukan pelanggaran terhadap ketertiban 
masyarakat. H.B. Vos (H.R. Abdussalam, 2006:32) menyatakan bahwa 
"Teori prevensi umum bentuknya berwujud pemidanaan yang 
mengandung sifat menjerakan atau menakutkan". 
Dengan adanya keberatan terhadap teori pembalasan dan teori 
tujuan, maka iahir aliran ketiga yang didasarkan pada jaian pemikiran 
bahwa pemidanaan hendaknya didasarkan atas tujuan unsur-unsur 
pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang 
diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu 
unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain, maupun pada semua 
unsur yang ada. 
Menurut Grotius (H.R. Abdussalam, 2006:49), menyatakan 
bahwa: 
Teori gabungan ini sebagai pemidanaan berdasarkan keadilan 
absolut, "de absolute gerechtighaeid" yang berwujud pembalasan 
terbatas kepada apa yang berfaedah bagi masyarakat dan dikenal 
dengan bahasa latin "piniendus nemo est iltra meritum, intra meriti 
vero modum magis out minus peccata puniuntur pro utilitate", artinya 
tidak seorangpun yang dipidana sebagai ganjaran, yang diberikan 
tentu tidak melampaui maksud, tidak kurang atau tidak lebih dari 
kefaedahan. 
Teori ini adalah kombinasi antara penganut teori pemabaiasan 
dan teori tujuan, yaitu membalas kejahatan atau kesalahan penjahat 
dan melindungi masyarakat, dan kedua tujuan ini disusul dengan 
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memidana. 
Ada yang mengutamakan tujuan membalas, agar kejahatan itu 
dibaias dengan pidana yang lebih berat daripada melindungi 
masyarakat. Yang lain berpendapat bahwa tujuan pidana yang pertama 
ialah melindungi masyarakat, akan tetapi untuk mencapai tujuan itu 
tidak boleh dijatuhkan pidana lebih berat daripada membalas kesalahan 
pembuat atau kesengsaraan yang diadakan olehnya. 
Sementara Van Apeldorn (Rusli Effendy, 1986:116) menyatakan 
bahwa: 
Teori gabungan ini tepat benar karena mengajarkan bahwa pidana 
diberikan baik quia peccatum est (karena orang membuat kejahatan) 
maupun nepeccatur (supaya orang jangan membuat kejahatan). 
Dan akhimya dikatakan bahwa asas pembalasan yang kuno tidak 
beriaku lagi, malah diantara mereka yang masih menganggapnya 
penting, ada kesediaan untuk memperhatikan aspek-aspek social 
defence dari pidana. 
Untuk membandingkan dengan teori-teori tentang tujuan 
pemidanaan seperti yang dikemukakan di atas, maka dalam Rancangan 
Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 
1982 dapat dijumpai gagasan tentang maksud tujuan pemidanaan 
dalam rumusan sebagai berikut: 
1. Untuk mencegah diiakukannya tindak pidana demi pengayoman 
negara, masyarakat dan penduduk; 
2. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota 
masyarakat yang berbudi baik dan berguna, serta mampu untuk 
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hidup bermasyarakat; 
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, 
memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai pada 
masyarakat; dan 
4. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak 
diperkenangkan merendahkan martabat manusia melainkan untuk 
membebaskan rasa bersalah pada terpidana. 
Selain pendapat di atas, Ted Honderich juga mengemukakan 
pendapatnya mengenai tujuan pemidanaan (Amir liyas, 2012:106). 
Menurutnya pemidanaan harus memuat 3 (tiga) unsur yakni: 
1. Pemidanaan harus mengandung semacam kehilangan (deprivation) 
atau kesengsaraan (distress) yang biasanya secara wajar 
dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pemidanaan. Unsur 
pertama ini pada dasarnya merupakan kerugian atau kejahatan 
uang diderita oleh subjek yang menjadi korban sebagai akibat dari 
tindakan sadar subjek lain. Secara actual, tindakan subjek lain itu di 
anggap salah bukan saja karena mengakibatkan penderitaan bagi 
orang lain, tetapi juga karena melawan hukum yang berlaku secara 
sah. 
2. Setiap pemidanaan harus dating dari institusi yang berwenang 
secara hukum pula. Jadi pemidanaan tidak merupakan konsekuensi 
alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil keputusan 
pelaku-pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa. Karenanya, 
pemidanaan bukan merupakan tindakan balas dendam dari korban 
terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan. 
3. Penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pemidanaan 
hanya kepada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar 
hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakatnya. Unsur 
ketiga ini memang mengundang pertanyaan tentang hukum kolektif, 
misalnya embargo ekonomi yang dirasakan juga oleh orang-orang 
yang tidak bersalah. Meskipun demikian, secara umum pemidanaan 
dapat dirumuskan terbuka sebagai denda (penalty) yang diberikan 
oleh instansi yang berwenang kepada pelanggar hukum atau 
peraturan. 
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D. Tindak Pidana Pencurian 
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian 
Salah satu bentuk kejahatan yang tercantum dalam Bukum 
Kedua KUHP adalah tindak pidana pencurian yang secara khusus 
diatur dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUHP. Mengenai tindak 
pidana pencurian ini ada salah satu pengkualifikasian dengan 
bentuk pencurian dengan pemberatan,  khususnya yang diatur 
dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Pencurian secara umum 
dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut  
(P.A.F. Lamintang, 1989:1): 
Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya 
atau sebagaian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki 
secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana 
penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam 
puluh mpiah. 
Kaitannya dengan masalah kejahatan pencurian, di Indonesia 
mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP, yang 
dibedakan atas 5 (lima) macam pencurian: 
a. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) 
Perumusan pencurian biasa diatur dalam Pasal 362KUHP   
yang menyatakan sebagai berikut (Moeljatno, 1987:128): 
Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya 
atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk 
dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, 
dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda 
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paling banyak enam puluh rupiah. 
Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka unsur-unsur 
tindak pidana pencurian (biasa) adalah sebagai berikut: 
1) Unsur obyektif, yang meliputi unsur-unsur: 
a) mengambil; 
b) suatu barang; dan 
c) yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. 
2) Unsur subyektif, yang meliputi unsur-unsur: 
a) dengan maksud; 
b) untuk memiliki barang/benda tersebut untuk dirinya 
sendiri; dan 
c) secara melawan hukum. 
 
b. Pencurian dengan pemberatan (Pasa! 363 KUHP) 
Istilah "pencurian dengan pemberatan" biasanya secara 
doktrinal disebut sebagai "pencurian yang dikualifikasikan". 
Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu 
pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam 
keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya 
diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian 
biasa. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut 
merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu 
dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka 
pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian 
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dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan 
pencurian dalam bentuk pokoknya. 
Berdasarkan rumusan yang terdapat dalam Pasal 363 
KUHP, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan 
pemberatan adalah: 
1) Unsur-unsur pencurian Pasal 362 KUHP 
2) Unsur yang memberatkan, dalam Pasal 363 KUHP yang 
meliputi: 
a) Pencurian ternak (Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP); 
b) Pencurian pada waktu ada kebakaran, peletusan, banjir, 
gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal 
karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, 
huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang (Pasal 
363 ayat (1) ke-2 KUHP); 
c) Pencurian di waktu waktu malam dalam sebuah rumah 
atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang 
dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui 
atau tidak dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 ayat 
(1) ke-3 KUHP); 
d) Pencurian yang dilakukan oieh dua orang yang bersekutu 
(Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP); 
e) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan 
kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang 
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diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau 
memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah 
palsu atau pakaian jabatan palsu (Pasal 363 ayat (1) ke-5 
KUHP). 
c. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP) 
Pencurian  ringan  adalah  pencurian  yang  memiliki 
unsur-unsur dari  pencurian  di  dalam  bentuknya  yang 
pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang    
meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan.   
Perumusan   pencurian   ringan   diatur  dalam Pasal 364 
KUHP yang menyatakan (Moeljatno, 1987:129): 
Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan pasal 
363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 
363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau 
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang 
dicuri tidak lebih dari puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian 
ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling 
banyak enam puluh rupiah. 
Berdasarkan rumusan pada Pasal 364 KUHP di atas, 
maka unsur-unsur dalam pencurian ringan adalah: 
1) Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362 KUHP); 
2) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara 
bersama-sama (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP); 
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3) Pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak 
atau memanjat, dengan anak kunci, perintah palsu atau 
seragam palsu; 
4) Tidak dilakukan dalam sebuah rumah; 
5) Tidak dilakukan dalam pekarangan tertutup yang ada 
rumahnya; dan 
6) Apabila harga barang yang dicurinya itu tidak lebih dari dua 
puluh lima rupiah. 
d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP) 
Jenis pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP lazim 
disebut dengan istilah "pencurian dengan kekerasan" atau 
populer dengan istilah "curas". Ketentuan Pasal 365 KUHP 
selengkapnya adalah sebagai berikut (Moeljatno, 1987:130): 
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, 
pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan 
kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan 
maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah 
pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk 
memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, 
atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya. 
(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua betas 
tahun: 
ke-1 jika perbuatan dilakukan pada malam hari dalam 
sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada 
rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau 
trem yang sedang berjalan; 
ke-2 jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih 
dengan bersekutu; 
ke-3 jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, 
dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai 
anak kunci paisu, perintah palsu atau pakaian seragam 
palsu; 
ke-4 jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. 
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(3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana 
penjara paling lama lima belas tahun. 
(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur 
hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puiuh 
tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan 
dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika 
disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam point 1 
dan 3. 
 
e. Pencurian dalam keiuarga (Pasal 367 KUHP) 
Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 
367 KUHP ini merupakan pencurian di kalangan keiuarga. 
Artinya baik peiaku maupun korbannya masih dalam satu 
keiuarga. Pencurian dalam Pasal 367 KUHP akan terjadi apabila 
seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu 
(orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya. 
Moeljatno (1987:130) mengemukakan bahwa: 
Berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) KUHP apabila 
suami-isteri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang 
utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah 
harta kekayannya, maka pencurian atau membantu 
pencurian yang dilakukan oleh mereka mutlak tidak dapat 
dilakukan penuntutan. Tetapi apabiia dalam pencurian yang 
dilakukan oleh suami atau isteri terhadap harta benda isteri 
atau suami ada orang lain (bukan sebagai anggota keluarga) 
baik sebagai pelaku maupun sebagai pembantu, maka 
terhadap orang ini tetap dapat dilakukan penuntutan, 
sekalipun tidak ada pengaduan. 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian 
Unsur-unsur    tindak    pidana    pencurian    menurut    
P.A.F. Lamintang (1984:1) yaitu: 
Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur 
dalam Pasal 362 KUHP tersebut di atas itu terdiri dari unsur 
subyektif dan unsur obyektif: 
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a. Unsur subyektif 
"met het oogmerk om het zich wederrehtelijk toe te eigenen" 
atau dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara 
melawan hukum; 
 
b. Unsur obyektif 
1) "hij" atau barangsiapa; 
2) "wegnemen" atau mengambil; 
3) "eeniggoed" atau sesuatu benda; dan 
4) "dat geheel of gedeettelijk aan een ander toebehoort" atau 
yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. 
P.A.F. Lamintang (1984:8) menambahkan: 
Unsur-unsur tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 
KUHP. Seperti telah diketahui "unsur obyektif pertama" dari tindak 
pidana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP itu ialah "hij", yang 
lazim diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan kata 
"barangsiapa". Kata "hij" tersebut menunjukkan orang, yang 
apabila ia memenuhi semua unsur tindak pidana yang diatur 
dalam pasal tersebut maka karena bersalah telah melakukan 
tindak pidana pencurian, ia dapat dipidana dengan pidana penjara 
selama-lamanya lima tahun atau pidana denda setingi-tingginya 
sembiian ratus rupiah. 
Sedangkan Hermin Hadiati (1984:20), mengemukakan: 
"Unsur obyektif yang kedua" dari tindak pidana pencurian adalah 
perbuatan 'mengambir dari tempat di mana barang tersebut 
terletak. Oleh karena di dalam kata "mengambil" sudah tersimpul 
pengertian "sengaja" maka undang-undang tidak menyebutkan 
"dengan sengaja mengambil". Kalau kita mendengar kata 
"mengambil" maka pertama terpikir oleh kita adalah membawa 
sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Perbuatan 
"mengambir tidak cukup apabila si pelaku hanya memegang 
barangnya saja, akan tetapi si pelaku harus melakukan suatu 
perbuatan sehingga barang yang dimaksud jatuh di dalam 
kekuasaannya. 
Kaitannya dengan unsur "mengambil", Moch. Anwar 
(1986:12) mengemukakan   pendapatnya   tentang   'mengambil'   
dari   tindak pidana pencurian sebagai berikut: 
Unsur "mengambil" mengalami berbagai penafsiran se suai 
dengan perkembangan masyarakat. "Mengambil" pada mulanya 
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diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, 
ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. 
Perbuatan "mengambil" berarti perbuatan yang mengakibatkan 
barang berada di bawahkekuasaan yang melakukan atau yang 
mengakibatkan barang itu beradadi luar kekuasaan pemiliknya. 
Tetapi hal ini tidak selalu demikian, sehingga tidak perlu disertai 
akibat dilepaskannya dari kekuasaan pemilik. 
Mengenai pengertian unsur "mengambil" yang diberikan oleh 
P.A.F. Lamintang (1989:12), sebagai berikut: 
Perlu diketahui bahwa baik undang-undang maupun pembentuk 
undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu 
penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan 
"mengambil", sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata 
"mengambil" itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti, yakni: 
a mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula 
berada; 
b mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain. 
Sehingga dapat dimengerti jika di dalam doktrin kemudian 
telah timbul berbagai pendapat tentang kata "mengambil" 
tersebut. 
Sarjana lain yang memberikan pengertian tentang perbuatan 
"mengambil" diantaranya adalah Simons, pengertiannya adalah 
sebagai berikut (P.A.F. Lamintang, 1989:13): 
Mengambil itu ialah membawa suatu benda menjadi berada 
dalam penguasannya atau membawa benda tersebut secara 
mutlak berada di bawah kekuasaannya yang nyata, dengan kata 
lain, pada waktu peiaku melakukan perbuatannya, benda tersebut 
harus belum berada dalam penguasannya. 
Karena tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 
KUHP itu adalah merupakan suatu "tindak pidana formil", maka 
tindak pidana tersebut harus dianggap telah seiesai dilakukan oleh 
pelakunya yaitu segera setelah peiaku tersebut melakukan 
perbuatan "mengambil" seperti yang dilarang untuk dilakukan orang 
di dalam Pasal 362 KUHP. 
38 
 
Selanjutnya mengenai unsur obyektif ketiga, P.A.F. 
Lamintang (1989:16-17) menjelaskan bahwa: 
"Unsur obyektif ketiga" dari tindak pidana pencurian yang diatur 
dalam Pasal 362 KUHP itu ialah "eenig goed" atau "suatu benda". 
Kata "goed" atau 'benda' itu oleh para pembentuk Kitab 
Undag-undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia dewasa 
ini, ternyata bukan hanya dipakai di dalam rumusan Pasal 362 
KUHP saja melainkan juga di dalamrumusan-rumusan dari 
Iain-Iain tindak pidana, seperti pemerasan, penggel apan, 
penipuan, pengrusakan, dan lain-lain. Pada waktu Pasal 362 
KUHP tertentu, orang hanya bermaksud untuk mengartikan kata 
"goed" yang terdapat di dalam rumusannya, semata-mata 
sebagai "stoffelijk en reorend god" atau sebagai 'sebagai benda 
yang berwujud dan menurut sifatnya dapat dipindahkan'. 
Tentang pengertian "barang yang seluruhnya atau sebagian 
kepunyaan orang lain" terhadap pengertian tersebut,  Moch. Anwar  
(1986:18) mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: 
Pengertian barang telah mengalami proses perkembangan. Dari 
arti barang yang berwujud menjadi setiap barang yang menjadi 
bagian dari harta kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai 
barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang 
bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari 
harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus 
ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam 
kehidupan ekonomi dari seseorang. Barang tidak perlu 
kepunyaan orang lain pada keseluruhannya sedangkan obyek 
pencurian, atau sebagain lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri. 
Barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek 
pencurian, yaitu barang-barang dalam keadaan "res nellius' dan 
res derelictae". 
Menurut    R. Soesiio    (1984:118) yang dimaksud dengan 
"barang" adalah: 
segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia 
tidak). Bukan barang yang tidak bergerak (onroerend goed), tetapi 
yang dapat bergerak (roerend goed), karena dalam pencurian 
barang itu harus dapat dipindahkan. Pencurian tidak dapat terjadi 
terhadap barang-barang yang tidak bergerak seperti tanah, 
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sawah, gedung, dan sebagainya. 
Berkenaan dengan kenyataan-kenyataan sebagaimana 
tersebut di atas, Simons (PAF. Lamintang, 1989: 21) mengatakan 
bahwa "Segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta 
kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain) itu, dapat 
menjadi obyek tindak pidana pencurian".  Dari kata-kata "segala 
sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan" di atas 
dapatdisimpulkan, bahwa dapat menjadi obyek tindak pidana 
pencurian itu hanyalah benda-benda yang ada pemiliknya saja. 
Moch.  Anwar  (1986:19)   menjeiaskan  pengertian  
"dengan maksud melawan hukum": 
istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari 
pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. 
Melawan hukum di sini diartikan sebagai perbuatan memiliki 
yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari 
pelaku. Pelaku Harus sadar, bahwa yang diambilnya adalah 
milik orang lain. 
Lebih lanjut mengenai pengertian "memiliki barang bagi diri 
sendiri" Moch. Anwar (1986:19) berpendapat sebagai berikut: 
Memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatanpenguasaan 
atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu 
seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukanlah pemiliknya. 
Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam 
berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, 
memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, 
merubahnya, dan sebagainya. Pendeknya setiap 
penggunaan atas barangyang dilakukan pelaku seakan-akan 
pemilik, sedangkan ia bukan pemilik. Maksud untuk memiliki 
barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu 
ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, 
misainya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pencurian 
telah selesai terlaksanadengan selesainya perbuatan 
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mengambil barang. 
Sejalan dengan  pendapat di atas,   R.  Soesilo (1984:119) 
mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: 
Pengambilan Harus dilakukan dengan maksud hendak 
memiliki barang itu dengan melawan hukum. 'Memiliki' artinya 
bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan 
'melawanhukum' berarti tidak berhak, bertentangan dengan 
hak orang lain, tidak minta ijin terlebih dahulu. 
Kata-kata "memiliki secara melawan hukum" itu sendiri 
mempunyai arti yang jauh lebih Iuas dari sekedar apa yang disebut 
"zich toeeigenen", karena termasuk dalam pengertiannya antara lain 
ialah "cara" untuk dapat memiliki suatu barang. (P.A.F. Lamintang, 
1989:31) 
E. Tinjauan   Umum   Terhadap   Tindak   Pidana   Pencurian   
Dalam Keadaan Yang Memberatkan 
1. Pengertian terhadap "Dalam Keadaan Memberatkan" 
Pencurian dalam keadaan memberatkan mungkin dapat 
diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu 
pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat 
dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya 
lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih 
dari pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP (Prodjodikoro 
Wirjono, 2008:19). Hal ini diatur dalam Pasal 363: 
(1) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun: 
1. Pencurian ternak; 
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2. Pencurian   pada  waktu  kebakaran,   letusan,   banjir, 
gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, 
kapai terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, 
pemberontakan atau bahaya perang; 
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau 
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang diiakukan oleh 
orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki 
oleh yang berhak; 
4. Pencurian yang diiakukan oleh dua orang atau lebih dengan 
bersekutu; dan 
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan 
kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, 
diiakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau 
dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai 
jabatan palsu. 
(2) Jika pencurian yang dterangkan dalam butir 3 disertai dengan 
salah satu hal dalam 4 dan 5, maka diancam dengan pidana 
penjara paling lama sembilan tahun. 
2. Unsur-unsur Dalam Keadaan Memberatkan 
Selanjutnya di bawah ini akan dipaparkan unsur-unsur dalam 
Pasa! 363 dan Pasal 365 KUHP. Unsur yang memberatkan dalam 
Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP adalah: 
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1. Pencurian Ternak 
Di dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1  KUHP, unsur yang 
memberatkan ialah unsur "ternak". Apakah yang dimaksud 
dengan "ternak"? Berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHP, 
"ternak" diartikan "hewan berkuku satu", hewan pemamah biak 
dan babi". Hewan pemamah biak misalnya kerbau, sapi, 
kambing, dan sebagainya. Sedangkan hewan berkuku satu 
misalnya kuda, keledai, dan lain sebagainya 
Unsur "ternak" menjadi unsur yang memperberat 
kejahatan pencurian, oleh karena pada masyarakat (Indonesia), 
ternak merupakan harta kekayaan yang penting. 
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa 
bumi, gunung meletus, kapal karam, kapai terdampar,  
kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya 
perang (Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP). 
Untuk berlakunya ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-2 ini 
tidak periu, bahwa barang yang dicuri itu barang-barang yang 
terkena bencana, tetapi juga meliputi barang-barang disekitarnya 
yang karena ada bencana tidak terjaga oleh pemiiiknya. Dengan 
kata lain, dapat dikatakan bahwa antara terjadinya bencana 
dengan pencurian yang terjadi harus saiing berhubungan. 
Artinya, pencuri tersebut mempergunakan kesempatan adanya 
bencana untuk melakukan pencurian. 
43 
 
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau 
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh 
orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang 
berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP). 
i. Unsur "malam 
Berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan 
"malam" ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari 
terbit. 
ii. Unsur "dalam sebuah rumah" 
Istilah "rumah" diartikan sebagai bangunan yang 
dipergunakan sebagai tempat kediaman. Jadi didalamnya 
termasuk gubuk-gubuk yang terbuat dari kardus yang banyak 
dihuni oleh gelandangan. Bahkan termasuk pengertian 
"rumah" adalah gerbong kereta api, perahu, atau setiap 
bangunan yang diperuntukkan untuk kediaman. 
iii. Unsur "pekarangan tertutup yang ada rumahnya" 
Dengan pekarangan tertutup dimaksudkan dengan adanya 
sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang 
nyata, tanda-tanda mana dapat secara jelas membedakan 
tanah itu dengan tanah disekelilingnya. 
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau Iebih dengan 
bersekutu (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP). 
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Hal ini menunjuk pada dua orang atau Iebih yang bekerja 
sama dalam  melakukan tindak pidana pencurian, misalnya 
Mereka bersama-sama mengambil barang-barang 
dengan kehendak bersama. Tidak perlu ada rancangan bersama 
yang mendahului pencurian, tetapi tidak cukup apabila mereka 
secara kebetulan pada persamaan waktu mengambil 
barang-barang. 
Dengan digunakannya kata gepleegd (dilakukan), bukan 
kata begaan (diadakan), maka pasal ini hanya berlaku apabila 
ada dua orang atau lebih yang masuk istiiah medeplegen (turut 
melakukan) dari Pasal 55 ayat 1 nomor 1 KUHP dan memenuhi 
syarat bekerja sama. Jadi, Pasal 363 ayat 1 nornor 4 KUHP tidak 
berlaku apabila hanya ada seorang pelaku (dader) dan ada 
seorang pembantu (medeplichtige) dari Pasal 55 ayat 1 nomor 2 
KUHP. 
iv. Unsur "dua orang atau lebih 
v. Unsur "bekerja sama" 
Bekerja sama atau bersekutu ini misalnya terjadi apabila 
setelah mereka merancangkan niatnya untuk bekerja sama 
dalam melakukan pencurian, kemudian hanya seorang yang 
masuk rumah dan mengambil barang, dan kawannya hanya 
tinggal di Iuar rumah untuk menjaga dan memberi tahu kepada 
yang masuk rumah jika perbuatan mereka diketahui orang lain. 
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5. Pencurian dengan jalan membongkar, merusak, dan sebagainya 
(Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP). 
Pembongkaran (braak) terjadi apabila dibuatnya lubang 
dalam  suatu  tembok-dinding  suatu  rumah,  dan  
perusakan (verbreking) terjadi apabila hanya satu rantai pengikat 
pintu diputuskan, atau kunci dan suatu peti rusak. 
Menurut Pasal 99 KUHP, arti memanjat diperluas 
sehingga meliputi lubang didalam tanah dibawah tembok dan 
masuk rumah melalui lubang itu, dan meliputi pula melalui 
selokan atau parit yang ditujukan untuk membatasi suatu 
pekarangan yang demikian dianggap tertutup. 
Menurut Pasal 100 KUHP, arti anak "kunci palsu" 
diperluas hingga meliputi semua perkakas berwujud apa saja 
yang digunakan untuk membuka kunci, seperti sepotong kawat. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasl Penelitian 
Penelitian Penelitian ini dilakukan di instansi atau lembaga 
Pengadiian Negeri Makassar yang berada di kota Makassar. Aiasan 
pemilihan lokasi penelitian di kota Makassar, dengan pertimbangan 
bahwa Pengadiian Negeri Makassar merupakan sentral pengadiian 
yang berada di Sulawesi Selatan. Di samping itu, kota Makassar 
merupakan domisili tetap penulis sehingga memudahkan penulis untuk 
memperoleh informasi tentang penelitian, sekaligus merupakan 
kontribusi penulis demi terciptanya penegakan hukum di kota Makassar. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari 
lapangan penelitian yang bersumber dari responden yang berkaitan 
dengan penelitian melalui wawancara. 
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dan bersumber dari 
penelaahan studi kepustakaan berupa literatur-literatur, karya ilmiah 
(hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat 
kabar, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait juga 
bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, 
maka penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai 
berikut: 
1. Penelitian Kepustakaan 
Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan 
pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, 
karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, 
majaiah, surat kabar, jurnal ilmiah, dokumentasi dari berbagai 
instansi yang terkait dengan penelitian ini, hal ini dimaksudkan untuk 
mendapatkan kerangka teori dari hasil pemikiran para ahli hal ini 
dilihat relevansinya dengan fakta yang terjadi di lapangan. 
2. Penelitian Lapangan 
Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis 
menggunakan dua cara, yaitu: 
a. Observasi, yaitu secara langsung turun ke lapangan untuk 
melakukan pengamatan guna mendapatkan data yang 
dibutuhkan baik data primer maupun data sekunder. 
b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab 
yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini 
adalah Hakim, atau ahli hukum yang mengerti tentang objek 
penelitian penulis. 
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D. Analisis Data 
Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini 
baik data primer maupun data sekunder merupakan data yang sifatnya 
kualitatif maka teknik analisis data yang digunakanpun adalah analisis 
kualitatif, dimana proses pengolahan datanya yakni setelah data 
tersebut telah terkumpul dan dianggap telah cukup kemudian data 
tersebut diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu dengan 
berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum kemudian 
meneliti persoalan yang bersifat khusus dari adanya analisis iniiah 
kemudian ditarik suatu kesimpulan. 
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BAB IV 
 
PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana 
pencurian berat dalam putusan No. 846/Pid.B/2012/PN.Mks 
Sebelum penulis menguraikan bagaimana penerapan hukum pidana 
dalam kasus putusan No. 846/ Pid. B/ 2012/ PN. Mks, menurut penulis 
perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana posisi kasus dan penjatuhan 
putusan oleh Majelis Hakim, dengan melihat acara pemeriksaan biasa 
pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili 
perkara ini. 
1. Duduk Perkara 
Adapun duduk perkara dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan 
Negeri Makassar No. 846 Pid. B/ 2012/ PN. Mks, sebagai berikut: 
Bahwa pada hari jum’at tanggal 21 Maret 2012 sekitar pukul 22.00 
Wita bertempat di Jalan Veteran Selatan No. 66 Counter Fausan Cell 
Kota Makassar. Terdakwa Randi Immanuel menodongkan parang ke 
arah leher korban dan langsung mengambil barang berupa tiga buah 
handphone, satu unit laptop, satu buah jam tangan serta uang tunai 
senilai Rp. 500.000,-. 
2. Analisis Hukum 
Hukum pidana formil. Hukum pidana materil merupakan isi atau 
subtansi dari hukum pidana itu sendiri, disini hukum pidana bermakna 
abstak atau dalam keadaan diam. Sedangkan hukum pidana formil 
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bersifat nyata atau konkret, disini hukum pidana dalam keadaan 
bergerak atau dijalankan atau berada dalam suatu proses. 
Sebelum membahas bagaimana penerapan hukum pidana dalam 
kasus yang penulis teliti, maka terlebih dahulu diuraikan apa 
sebenarnya yang dimaksud dengan hukum pidana materil. Terkait 
dengan hal itu, Simons menyatakan bahwa: 
“Hukum pidana materil mengadung petunjuk-petunjuk dan 
uraian-urian delik, peraturan-peraturan tentang syarat-syarat hal 
dapat dipidananya seseorang (strafbaarfeit), penunjukan orang yang 
dapat dipidana dan ketentuan tentang pidananya, ia menetapkan 
siapa dan bagaiamana orang itu dapat dipidana”. 
Selain itu, penjelasan mengenai hukum pidana materil juga dapat 
dijumpai dalam definisi hukum pidana yang dikemukakan oleh 
Moeljatno, yang mengatakan bahwa : 
“Hukum pidana adalah sebagian dari keseluruhan hukum yang 
berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan 
aturan-aturan untuk (1) menentukan perbuatan-perbuatan mana 
yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman 
atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang 
melanggar larangan tersebut. (2) menentukan kapan dana dalam hal 
apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu 
dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagiamana yang 
diancamkan”.,  
 
Dari dua pendapat ahli di atas, baik simons maupan moeljatno 
berpandangan bahwa orang yang dapat dipidana adalah orang yang 
dalam keadaan tertentu telah melakukan suatu perbuatan, yang mana 
perbuatan tersebut telah diatur oleh ketentuan peraturan 
perundang-undangan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. 
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Dalam putusan perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum menuntut 
terdakwa dengan menggunakan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 
365 ayat (2) ke-1 san ke-2 K.U.H.Pidana. Adapun rumusan Pasal 365 ayat 
(2) ke-1 dan ke-2 K.U.H.Pidana adalah sebagai berikut:  
Ayat (2): diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:  
1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau 
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta 
api atau trem yang sedang berjalan;  
2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;  
 
Dikemukakan oleh A.Karim Nasution ( Hamzah, 1987:17) memberikan 
pengertian tentang surat dakwaan sebagai berikut:  
“Tuduhan adalah suatu surat akte yang memuat suatu perumusan dari 
tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari 
surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi Hakim 
untuk melakukan pemeriksaan”. 
Terkait dengan masalah surat dakwaan, dalam perkara ini Jaksa Penuntut 
Umum menggunakan dakwaan tunggal, yang dimaksud dengan dakwaan 
tunggal adalah surat dakwaan disusun secara tunggal jika seseorang atau 
lebih terdakwa melakukan tindak pidana hanya satu perbuatan saja, 
penyusunan dakwaan tunggal merupakan penyusunan surat dakwaan 
yang teringan jika dibandingkan dengan penyusunan surat dakwaan 
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lainnya, karena Penuntut Umum hanya memfokuskan pada sebuah 
permasalahan saja.  
Mendasarkan pada penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum 
dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal Pasal 365 ayat (2) ke-1 
san ke-2 K.U.H.Pidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 
 
a. Barang siapa; 
b. Mengambil suatu barang; 
c. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain; 
d. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak; 
e. Yang didahului, desertai atau diikuti dengan kekerasan ancaman 
kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau 
mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk 
memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk 
tetap menguasai barang yang dicuri; 
f. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan 
tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau 
trem yang sedang berjalan; 
g. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. 
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Ad.a. Unsur Barang Siapa  
Unsur barang siapa menurut Undang-undang Hukum Pidana 
menunjukkan pada suatu subjek tindak pidana, yang berarti siapa saja baik 
laki-laki perempuan tanpa kecuali, sehat jasmani, rohani, dapat berlaku 
sebagai pelaku tindak pidana.  
Menurut pandanga dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, 
yang dapat menjadi subjek hukum pidana adalah manusia. Hal ini dapat 
dilihat pada perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang 
menampakkan daya berpikir sebagai syarat subjek tindak pidana itu, juga 
terlihat pada wujud hukuman/pidana yang dimuat dalam Pasal KUHP, yaitu 
hukuman penjara, kurungan dan denda.  
Di dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah 
menghadapkan seorang terdakwa bernama Randi Immanuel (yang 
identitas lengkapnya seperti dalam surat dakwaan Penuntut Umum). 
Setelah mendengar keterangan dari saksi-saksi dan keterangan terdakwa 
sendiri di persidangan didapt fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (error 
in personal) yang disangka telah melakukan tindak pidana tersebut adalah 
benar Randi Immanuel, dan atas perntayaan Hakim yang telah 
menerangkan bahwa ia adalah orang yang dimaksudkan sebagai terdakwa 
dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Jadi apabila dihubungkan unsur 
barang siapa dengan Putusan Perkara No.846/Pid.B/2012/PN.Mks, maka 
unsur “barang siapa” dalam hal ini adalah Randi Immanuel, yang telah 
diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai 
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dengan yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan Jaksa 
Penuntut Umum. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 
unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa.  
Ad.b.Unsur Mengambil Suatu Barang  
Yang dimaksud dengan “mengambil” pada umumnya adalah memindahkan 
sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain atau ke dalam 
kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan “barang” pada 
umumnya adalah segala sesuatu yang berwujud, yang mempunyai nilai 
ekonomis.  
Kaitanya dengan unsur mengambil (Anwar, 1986:17) mengemukakan 
pendapatnya tentang “mengambil” dari tindak pidana pencurian sebagai 
berikut: 
“Unsur “mengambil” mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan 
perkembangan masyarakat. “mengambil” pada mulanya diartikan 
memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti 
membawa barang di bawah kekuasaan pemiliknya. Tetapi hal ini 
tidak selalu demikian, sehingga tidak perlu disertai akibat 
dilepaskannya dari kekuasaan pemilik”.  
 
Dari definisi di atas dihubungkan dengan fakta hukum tersebut, 
maka dapat disimpulkan bahwa Randi Imanuel telah memindahkan barang 
yang bukan miliknya ketempat lain untuk dimiliki sendiri, barang tersebut 
mempunyai nilai ekonomis. Dengan demikian maka unsur “mengambil 
sesuatu barang” telah terpenuhi.  
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Ad.c. Unsur Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain.  
Mengenai benda-benda” kepunyaan orang lain”, Simons 
(Lamintang, 1989:22) berpendapat bahwa: Orang lain tersebut harus 
diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa 
benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku.  
Tentang pengertian barang yang seluruhnya atau sebagian 
kepunyaan orang lain (Anwar, 1986:18) mengemukakan pendapatnya 
sebagai berikut:  
“Pengertian barang telah mengalami proses perkembangan. Dari 
arti barang yang berwujud menjadi setiap barang yang menjadi 
bagian dari harta kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai 
barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang 
bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari 
harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus 
ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam 
kehidupan ekonomi dari seseorang. Barang tidak perlu kepunyaan 
orang lain pada keseluruhannya sedangkan obyek pencurian, atau 
sebagian lagi kepunyaan pelaku sendiri. Barang yang tidak ada 
pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian, yaitu 
barang-barang dalam keadaan res nellius dan res derelictae.”  
Untuk membuktikan adanya unsur barang yang diambil atau 
seluruhnya atau sebagian milik orang lain dalam kasus ini, Hakim 
mendasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, 
dipersidangan didapat fakta sebagai berikut: bahwa barang-barang 
berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat, 1 (satu) Laptop 
merk Compact yang dijadikan bukti dalam persidangan sepenuhnya 
bukan milik terdakwa, melainkan milik saksi korban, dan pada saat 
mengambil barang tersebut terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya. 
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Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas 
perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur barang yang diambilnya 
seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Maka unsur ketiga ini telah 
terpenuhi. 
A.d.d. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hak  
Dikemukakan oleh (Anwar, 1986: 34) bahwa, Memiliki bagi diri sendiri 
adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan 
tindak atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukanlah 
pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam 
berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada 
orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. 
Pendeknya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku 
seakan-akan pemilik, sedangkan ia bukan pemilik. Maksud untuk memiliki 
barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudag tertangkap dulu, 
karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya 
mengambil barang.  
Dalam unsur secara melawan hukum, pada umumnya adalah perbuatan 
yang bertentangan dengan hukum atau melawan hak, dengan maksud 
memiliki barang dengan melawan hukum, istilah ini terwujud dalam 
kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara 
melawan hukum. Melawan hukum disini diartikan sebagai perbuatan 
memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. 
Pelaku harus sadar, bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain.  
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Dari fakta yang terungkap dipersidangan dapat disebutkan sebagai berikut: 
Bahwa terdakwa telah ada niat untuk mengambil barang milik saksi korban 
yakni 1 buah motor dan 1 buah Laptop untuk dimiliki terdakwa dan 
keinginannya telah timbul padanya tanpa ada paksaan orang lain 
sedangkan terdakwa telah mengetahui akibat dari perbuatannya.  
Ad.e. Unsur Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan 
Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk 
Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Dalam Hal 
Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendir Atau 
Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri.  
Berdasarkan fakta persidangan didukung oleh keterangan saksi dan 
pengakuan para terdakwa Bahwa pada hari jum’at tanggal 21 Maret 2012 
sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Veteran Selatan No. 66 Counter 
Fausan Cell Kota Makassar. Terdakwa Randi Immanuel menodongkan 
parang ke arah leher korban dan langsung mengambil barang berupa tiga 
buah handphone, satu unit laptop, satu buah jam tangan serta uang tunai 
senilai Rp. 500.000,-..  
Ad.f. Unsur Dilakukan Pada Malam Dalam Sebuah Rumah Atau 
Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dijalan Umum Atau Dalam 
Kereta Api Atau Trem Yang Sedang Berjalan. 
Berdasarkan fakta persidangan didukung oleh keterangan saksi dan 
pengakuan para terdakwa melakukan aksinya dijalan umum Tepatnya di 
sebuah gerai ponsel Jl. Veteran selatan Makassar.  
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B. Pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian 
berat dalam putusan No. 846/Pid.B/2012/PN.Mks 
Pertimbangan hakim dalam pemberian pidana, berkaitan erat 
dengan masalah menjatuhan sanksi pidana yang diancamkan terhadap 
tindak pidana yang dilakukan. Secara singkat dapat disebut sebagai 
pemidanaan. Berkaitan dengan masalah pemidanaan , menurut (Sudarto, 
1989:79): 
Ada beberapa hal pokok yang mempengaruhi kualitas penetapan 
pidana yang dijatuhkan. Sehingga dalam penetapan pidana, Sudarto 
menganjurkan kepada hakim agar “pertama-tama harus dipahami benar 
oleh hakim” apa makna kejahatan, penjahat (pembuat) dan pidana”. 
Tidaklah cukup untuk mengatakan, bahwa pidana itu harus setimpal 
dengan berat dan sifat kejahatan. 
Sebelum menjatuhkan putusannya Hakim mempertimbangkan 
tentang alat-alat bukti yang digunakan dalam persidangan tersebut 
sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP yang 
merumuskan sebagai berikut: ”Hakim tidak boleh menjatuhkan kepada 
seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang 
sah ia memperoleh keyakinan bahwa suati tindak pidana benar-benar 
terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. 
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Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui dasar pertimbangan 
hukum Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam menjatuhkan putusan 
pidana pada putusan perkara No: 846/Pid.B/2012/PN.Mks, adalah:  
a. Pembuktian berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 
184 KUHAP  
b. Adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.  
Untuk mengetahui sampai seberapa jauh pertimbangan hukum 
Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam menjatuhkan putusan pidana 
terhadap terdakwa pada putusan perkara No: 846/Pid.B/2012/PN.Mks, 
yaitu tindak pidana pencurian dalam keadaan memeberatkan ini, sebagai 
berikut: 
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui dasar pertimbangan hukum 
Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam menjatuhkan putusan pidana 
pada putusan perkara No: 846/Pid.B/2012/PN.Mks, adalah:  
a. Pembuktian berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 
184 KUHAP  
b. Adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.  
Untuk mengetahui sampai seberapa jauh pertimbangan hukum Hakim 
Pengadilan Negeri Makassar dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap 
terdakwa pada putusan perkara No: 846/Pid.B/2012/PN.Mks, yaitu tindak 
pidana pencurian dalam keadaan memeberatkan ini, sebagai berikut: 
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Pasal 184 ayat (1) KUHAP merumuskan ada 5 (lima) alat bukti yang sah 
menurut Undang-undang yaitu: 
6a. Keterangan saksi;  
b. Keterangan ahli;  
c. Surat;  
d. Petunjuk;  
e. Keterangan terdakwa.  
 
Menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, untuk menjatuhkan pidana terhadap 
seseorang diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, 
menurut ketentuan Pasal 1 butir 26 KUHAP dirumuskan “bahwa yang 
dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan 
guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu 
perkara pidana yang dia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.  
Berdasarkan hasil penelitian pada putusan perkara No. 
846/Pid.B/2012/PN.Mks, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut 
Umum guna memberikan keterangannya di sidang pengadilan, saksi-saksi 
dimaksud adalah : 
a. Saksi Suharsa Hamid  
b. Saksi Mukhtar Galib  
Dari semua keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa telah 
membenarkannya. Pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah yang diatur 
dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu telah diajukannya barang bukti oleh Jaksa 
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Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, 
dalam perkara ini barang bukti dimaksud yaitu berupa: 
 
a. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat  
b. 1 (satu) Laptop Merk Compact 
Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP dirumuskan tentang pengertian 
keterangan terdakwa, yaitu: “keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa 
nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau 
yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.  
Berdasarkan hasil penelitian apabila dihubungkan dengan kasus 
yang penulis teliti yaitu putusan perkara No. 846/Pid.B/2011/PN.Mks, dapat 
dikemukakan bahwa keterangan terdakwa itu sama dengan arti pengakuan 
dari terdakwa. Pengakuan yang dimaksud di sini adalah ucapan dan 
perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang dalam perkara ini adalah 
Randi Imanuel. 
Dari uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa dalam hal 
pemeriksaan keterangan saksi dan adanya alat bukti, serta keterangan 
terdakwa, maka pertimbangan hukum Hakim telah sesuai dengan 
ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dengan demikian dapat mengungkap 
fakta-fakta hukum yang terbukti kebenarannya secara sah dan 
menyakinkan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan 
memberatkan, oleh karena itu sudah sewajarnya apabila terdakwa dijatuhi 
pidana. 
Menurut (Sudarto, 1990:48):  
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Dalam hal perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah merupakan 
perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-undang, artinya 
perbuatan konkrit dari pembuat harus mempunyai sifat-sifat atau 
ciri-ciri dari delik itu sebagaimana secara abstrak disebutkan dalam 
Undang-undang dan perbuatan harus masuk dalam delik itu. 
 
Syarat untuk dapat dipidananya orang yang pertama untuk 
memungkinkan adanya penjatuhan pidana adalah adanya perbuatan 
(manusia) yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Ini adalah 
konsekuensi dari asas legalitas. Rumusan delik ini penting sebagai prinsip 
kepastian. Undang-undang pidana sifatnya harus pasti. Di dalamnya harus 
dapat diketahui dengan pasti apa yang dilarang atau apa yang 
diperintahkan. Dalam perkara perbuatan terdakwa memenuhi ketentuan 
Pasal 368 ayat (1) KUHP. 
Terdakwa selama dalam proses persidangan dalam keadaan sehat 
jasmani dan rohani, dengan demikian terdakwa dapat dimintai pertanggung 
jawaban atas perbuatannya atau mampu bertanggung jawab. Mampu 
bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychis 
sedemikian, yang membenarkan adanya penetapan sesuatu upaya 
pemidanaan, baik dilihat dari unsur sudut umum maupun orangnya, bahwa 
seseorang mampu bertanggung jawab, jika jiwanya sehat, yaitu apabila: ia 
mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya 
bertentangan dengan hukum, dan ia dapat menetukan kehendak sesuai 
dengan kesadaran tersebut. 
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Dalam putusan perkara No: 864/Pid.B/2012/PN.Mks, majelis Hakim 
menilai bahwa terdakwa adalah orang yang telah dewasa dan mampu 
bertanggung jawab sebab terdakwa dapat membuat penilaian dengan 
pikiran dan perasannya bahwa perbuatan atau tindakan pencurian atau 
jambret dan mengambil barang berupa: 1 buah sepeda Motor Honda Beat 
dan laptop merk Compact, yang jadi bukti di persidangan, barang tersebut 
sama sekali bukan milik sendiri melainkan milik orang lain, perbuatan 
tersebut adalah bertentangan dengan hukum, terdakwa menyesali 
perbuatannya. 
Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam menjatuhkan putusan 
terhadap putusan perkara No: 846/Pid,B/2012/PN.Mks, juga telah 
mempertimbangkan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan 
bagi terdakwa yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f 
KUHAP. 
Mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di 
persidangan dan juga dengan mendasarkan pada 
perimbangan-pertimbangan hukum, maka Hakim menjatuhkan hukuman 
penjara kepada terdakwa denga pidana penjara 1 (satu) tahun 3 (tiga) 
bulan, masa penahanan yang telah diajalani oleh terdakwa dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan supaya 
terdakwa tetap berada dalam tahanan. 
3. Amar Putusan 
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Suatu proses peradilan dapat dikatakan berakhir apabila ada 
putusan akhir. Dalam putusan akhir tersebut Hakim menyatakan 
pendapatnya mengenai hal-hal yang menjadi dasar amar putusannya.  
Pada hakekatnya hakim diberikan kebebasan dan kewenangan untuk 
memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan 
kepadanya. Namun kebebasan tersebut harus didasari oleh 
Undang-undang, norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat, 
yurisprudensi, serta peraturan-peraturan hukum lainnya. Hakim harus 
melihat dasar-dasar tuntutan hukum yang diajukan kepada terdakwa. 
Hakim tidak boleh memutus suatu perkara diluar tuntutan yang tercantum 
dalam surat dakwaan, yang pada intinya kebebasan Hakim dalam 
menjalankan kewenangannya dibatasi oleh Undang-undang. 
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari 
keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang diperkuat dengan 
barang bukti dan pertimbangan-pertimbangan lainnya, maka Hakim 
mengingat dan memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 
K.U.H.Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkenaan; 
MENGADILI 
- Menyatakan terdakwa RANDI IMANUEL ALIAS RANDI telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“Pencurian dalam keadaan memberatkan” 
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu 
dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 3 (tiga) bulan; 
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- Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan; 
- Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 
DD 3680 JT warna hitam dikembalikan kepada pemiliknya lelaki Abu 
sedangkan 1 (satu) laptop merk compact 15 inci warna hitam 
dikembaikan kepada korban; 
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara 
sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian, maka dapat 
dikemukakan kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penerapan unsur-unsur Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 K.U.H.Pidana 
dalam putusan perkara No: 846/Pid.B/2012/PN.Mks.  
Majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar pada putusan perkara 
No:846/Pid.B/2012/PN.Mks, telah menerapkan unsur-unsur tindak pidana 
pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dirumuskan dalam 
Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP yang mengandung unsur-unsur 
sebagai berikut: 
a. Barang siapa; 
b. Mengambil suatu barang; 
c. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain; 
d. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak; 
e. Yang didahului, desertai atau diikuti dengan kekerasan ancaman 
kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan 
atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan 
untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau 
untuk tetap menguasai barang yang dicuri; 
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f. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan 
tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api 
atau trem yang sedang berjalan; 
g. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu. 
Dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Pasal 365 
ayat (20 ke-1 dan ke-2 KUHP , sehingga terdakwa telah terbukti secara 
sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian 
dalam keadaan memberatkan sebagaimana telah didakwakan oleh 
Jaksa Penuntut Umum. 
2. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 
terdakwa dalam putusan perkara No: 846/Pid.B/2012/PN.Mks  
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam menjatuhkan 
putusan pada perkara No:846/Pid.B/2012/PN.Mks, telah 
mempertimbangkan dasar penjatuhan pidananya, yaitu:  
a. Pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana 
diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang meliputi: keterangan 
saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, dipersidangan 
telah dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan. 
b. Semua fakta yuridis terhadap yang terungkap di persidangan telah 
sesuai dan terbukti benarnya memenuhi semua unsur-unsur 
sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 356 ayat (2) ke-1 dan ke-2 
KUHP, dengan demikian telah membuat keyakinan Majelis Hakim, 
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dan sebagai dasar dalam memutus perkara 
No:846/Pid.B/2012/PN.Mks, terhadap terdakwa. 
c. Adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa 
sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP. 
B. Saran  
Pidana yang dijatuhkan oleh Hakim bukan saja ditujukan bagi diri si 
pelaku tindak pidana, tetapi juga ditujukan dan diharapakan berdampak 
pada masyarakat pada umumnya, maka dalam menjatuhkan pidana Majelis 
Hakim diharapkan memperhatikan tujuan pemidanaan, sehingga 
masyarakat akan menyadari dan tahu bahwa melakukan tindak pidana 
akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang ada. 
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